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ABSTRAK

Maladministrasi penundaan berlarut menjadi salah satu tindakan maladministrasi yang 

berdampak domino. Artinya terjadinya penundaan berlarut berakibat pada terbelenggunya 

proses prosedural dan administrasi. Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawas yang 

lahir di era reformasi dan independen memiliki peran penting dalam penyelenggaraan 

reformasi birokrasi, untuk mengawal pelayanan publik serta mencegah terjadinya 

maladministrasi tanpa memiliki hubungan struktural dengan lembaga negara maupun instansi 

pemerintahan yang lain.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur pertanyaan dan jawaban yang telah disusun 

dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu untuk 

menentukan informan berikutnya dari informan pertama menggunakan teknik Snowball 

sesuai dengan rekomendasi informan yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjawab. Dari 

hasil wawancara ditemukan data mentah untuk kemudian dianalisis dan selanjutnya diproses 

menjadi bahan analisis. 

Berdasarkan hasil analisis data, dengan berbagai macam variabel meliputi strategi 

pengawasan, maladministrasi penundaan berlarut hingga metode penanganannya ditemukan 

hasil bahwa dalam spesifikasi strategi terhadap maladministrasi penundaan berlarut masih 

belum ada. Namun proyeksi untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi strategi yang 

dijalankan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur terus dilakukan. 

Kata kunci : Strategi Pengawasan, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Maladministrasi 

Penundaan Berlarut 
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ABSTRACT 

Maladministration of protracted delays is one of the acts of maladministration that has a 

domino effect. This means that the occurrence of protracted delays results in the shackles of 

procedural and administrative processes. The Ombudsman as one of the supervisory 

institutions that was born in the reform era and is independent has an important role in 

implementing bureaucratic reform, to oversee public services and prevent maladministration 

without having structural relationships with state institutions or other government agencies. 

The method used in this research is descriptive qualitative. By using a semi-structured 

interview technique, questions and answers that have been prepared can develop according to 

the situation and conditions that occur. In addition, to determine the next informant from the 

first informant using the Snowball technique in accordance with the recommendations of the 

informant who is considered to have the capacity to answer. From the results of the 

interviews found raw data to be analyzed and then processed into material for analysis. 

Based on the results of data analysis, with various variables including monitoring strategies, 

protracted delay maladministration to the handling method, it was found that the strategy 

specification for protracted delay maladministration still did not exist. However, projections 

to continue to improve the effectiveness and efficiency of the strategy carried out by the East 

Java Representative Ombudsman continue to be made. 

Keywords: Supervision Strategy, East Java Representative Ombudsman, Maladministration 

Prolonged Delay 
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